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KATA PENGANTAR

Laporan Evaluasi Tahunan PPID Pelaksana ini dimaksudkan agar pelaksanaan
dan implementasi keterbukaan informasi publik dapat terkontrol oleh PPID
Utama dan Komisi Informasi sehingga apabila nanti ada hal-hal yang
menghambat pengelolaan informasi publik maka dapat dicarikan solusi yang
lebih baik. Sedangkan tujuannya adalah melaporkan pelayanan informasi publik
tahun 2015 di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai
salah satu badan publik di Kementerian Pertanian.

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu
6 (enam) PPID Pembantu Pelaksana yang berada di setiap unit eselon Il masih
terus-menerus melakukan pembenahan dalam pelayanan informasi publik baik
dari segi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporannya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian informasi dalam laporan ini masih
banyak kekurangan. Namun, harapan kami, informasi yang -dikeluarkan oleh
Ditien Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak
terkait yang membutuhkan. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak
di harapkan sebagai penyempurnaan penerbitan pada tahun mendatang.

Jakarta, Februari 2016

Kepala Bagian Perencanaan,
Selaku PPID Pelaksana Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan
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BAB |

PENDAHULUAN

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan
informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaran negara
yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2010 tentang
keterbukaan informasi publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan
momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia. UU
ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk
memperoleh Informasi Publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam
menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat
waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka
ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik yang mengatur mengenai jangka waktu pengecualian terhadap
informasi yang dikecualikan, tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik
Negara, pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik, pengklasifikasian
informasi yang dikecualikan, kedudukan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi serta pembebanan pidana denda.

Sebagai salah satu Badan Publik di Indonesia, Kementerian Pertanian juga
berkewajiban untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga
dapat diakses dengan mudah. Sebagai wujud implementasi Undang-Undang
Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian
Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
32/Permentan/OT.140/5/2011 yang berisi tentang tata cara pengelolaan dan
pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu,
untuk mendukung Peraturan Menteri Pertanian tersebut, diterbitkan juga
Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan
PPID Pelaksana Eselon | lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Kepala
Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian
Nomor: 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian
Pertanian.

%_
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orat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah saty unit
ceria di bawah K.Iement_erlan Perta?niaq juga  mendukung pelaksanaan
keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya SK Dirjen Peternakan dan
Kesehatan Hewan Nomor_01029!KptleT.1{fOIF!01!2012 tentang Penunjukan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana
Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal
peternakan dan Kesehatan Hewan.

Direkt

Sebagai tanggung jawab salah satu badan publik di Kementerian Pertanian,
maka disusun Laporan Tahunan PPID Pelaksana Ditien Peternakan dan
Kesehatan Hewan Ta_hun 2015. S.ernoga bermanfaat bagi masyarakat dan PPID
Utama sebagai pembina Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian.

e ——————————————————————————————————————————————
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BAB II

GAMBARAN UMUM PPID

LINGKUp
IREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
D

DAN KESEHATAN HEWAN

garana dan Prasarana
A.

Ditjen Peternakan dan Keswan te
Selama

' rus meneruys melakukan
n informasi publik. Pelayanan yang dimaksud tigak hanya untyk para
elayi';i informasi yang datang langsung tetapi Juga optimalisasi

pemo

lalui SMS Center.
ite dan respon me
Website

dan prasarana untuk melakukan pelayanan info
Sarana kan kualitasnya. Sebagai contoh, Subbagian K
ditingkaida akan scanner, printer yang tersedia, da
mem_birsiykomputer yang ada sehingga d
spesifika: ublik di lingkup Direktorat Jend
igfon;q:S! Jeskipun pelayanan informasi p
ewan. : - '

rmasi publik semakin
erjasama dan Humas
N juga meningkatkan
apat mempermudah pengelolaan
eral Peternakan dan Kesehatan
ublik masih dilakukan

sedia di Subbag Kerjasama
juga s”da:;f:)i;nasi, setiap staf Subbag Kerj _ Y
pemghqﬂ informasi-informasi yang sering diminta oleh pemohon informasi juga
Selain I’EP’. n an dalam bentuk soft file di database Subbagian Kerjasama dan
Sudal dlsmjp a akan mempermudah pencarian informasinya. Akan tetapi untuk
et S°e'hlfz$21asi teknis akan diarahkan untuk berhubungan langsung dengan
g];?rom::;rt:antu Pelaksana atau dibantu di carikan ke Direktorat Teknis.

dan Humas sehingga apabila ada
asama dan Humas dapat melayani.

B. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola

i3
hatan Hewan sudah mempunyai
' deral Peternakan dan Kese _ _ o
c?rlgilgoprzjtat;jg fungsional pranata humas d_an juga fungsional umum yang dap
membantu dalam pelayanan informasi publik.

C.Anggaran dan Laporan Penggunaan

tan Hewan
Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Petelrnakan ciianutﬁiises};abgnyak -
memberikan aloka'si anggaran pengelolaan informasi p

[ [ jasama dan
35.400.000,-. Anggaran tersebut berada di bawah Subbagian Kerj
Humas,

T T T S —————————
%

3
n Hewan Tahun 2015
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snggaran tersebut digunakan untuk membiayaj
~erhubungan dengan pengelolaan informag;

barang untuk persediaan barang kon Publik sepertj

~alania :
,e.ﬁl SUmSi. dan bE| .
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BAB IlI

PENGELOLAAN INFORMAS] PUBLIK

A pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Dalam

pekerja
peternakan
terintegras!
Keswan S€

dan Kesehatan Hewan. Perpustakaan i mempunyaj s;
dengan perpustakaan di UPT gj bawah Ditjen Peternak
hingga dapat mempermudah Pencarian informas;. i

pengumpulan informasi publik ini masih dilakukan oleh
dan Humas secara msu:ientil apabila ada permintaan
tetapi hasil permintaan informasi publik terseby disim

suatu saat ada yang menginginkan informas; yang sam
meminta kepada sumber informasi.

gtaf Subbag Kerjasama
informasi publik, akan
Pan, sehingga apabila
a maka tidak perly lagi

B. Daftar Dokumen Informasi Publik yang Dikuasai

Mayoritas daftar informasi publik yang dimilikj oleh PPID Pelaksana Ditjen
Peternakan dan Keswan adalah terkait dengan data-data bagian perencanaan
berupa dokumen perencanaan seperti Renstra, Rencana Kinerja Tahunan,
Rencana Anggaran, DIPA, POK, dan lain-lain. Informasi-informasi teknis masih
berada di Direktorat Teknis masing-masing atau di PPID Pembantu Pelaksana.
Beberapa daftar informasi publik yang perlu di upload dalam website masuk
dalam ranah Bagian Evaluasi dan Pelaporan seperti data statistik terbaru, daftar
peserta seleksi dan daftar peserta lelang. Website http://ditiennak.pertanian.go.id
juga terhubung dengan perpustakaan digital online sehingga para pemohon
informasi publik dapat mencari sendiri informasi yang dibutuhkan.

C.Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan

Kekurangan dan hambatan mengenai pengelolaan informasi publik mas_il'!
sebatas belum adanya counter khusus pelayanan informasi publik. Selama ini
Permintaan informas;i publik yang diterima oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan
Hewan telah dapat dipenuhi sesuai dengan permohonan yang diajukan. Selain
itu, Sumberdaya manusia yang ada juga diarahkan untuk pengelolaan informasi
Publik. Selama ini pengelolaan informasi publik dilakukan oleh staf dengan
berbagai latar belakang keilmuan sehingga masih kurang terkontrol dalam

Pengelolaan informasi publiknya.

-+
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BAB IV

PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A.Pelayanan Informasi Publik

Ditien peternakan dan Keswan berusaha untuk mengikuti setiap acara terkait

ngelolaan Informasi Publik, antara lain Rapat Kerja (Raker
g’iie?enggaragan oleh PPID Utama pada tanggal di 27-28 Méi 2015)dmc[1)itor?uﬁ
Sadikin Summ_tawmarla Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca
panen Pertanian Bogor ~dengan mengundang PPID lingkup Kementerian
pertanian baik yang ada di pusat maupun UPT. Tujuan diadakannya Rapat Kerja

PPID adalah:

1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan layanan Informasi
publik kepada PPID sejalan dengan pelaksanaan Upaya Khusus
swasembada Pangan di Kementerian Pertanian

2. Menyamakan persepsi tentang pengelolaan layanan informasi publik
antar PPID lingkup Kementerian Pertanian

- 3. Memberikan pemahaman penanganan keberatan dan sengketa informasi
publik, serta keterbukaan informasi publik (transparansi) melalui media
“online; ' - )

4. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik di PPID Eselon |

lingkup Kementerian Pertanian

Acara pendukung Raker adalah berupa pameran yang diisi oleh perwakilan
PPID dari masing-masing eselon 1 lingkup Kementan. Dalam pameran tersebut
Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan ikut berpartisipasi membawa materi
informasi publik yang diletakkan tergabung dalam satu stand publikasi.
Sedangkan stand peragaan layanan informasi publik berisi peragaan bagaimana
mengubah data informasi publik yang berupa hard copy menjadi soft copy
dengan scanner berkecepatan tinggi.

Pada tanggal 5-6 Nopember 2015, perwakilan PPID Ditjen Peternakan dan
Keswan mengikuti Forum Komunikasi PPID yang membahas mengenai Tata
Kelola  Pengelolaan Informasi  Publik Bidang Pertanian sebagaimana
diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
NOTOF 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ﬁadan' Publik
Wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang
fada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan yaitu
Salegi dan rahasia bisnis, informasi rahasia negara, informasi inteliien dan

"lormasi yang bersifat pribadi. Badan Publik juga wajib membangun dan

L 6
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etedaiﬂ m website sehingga hal

2 Jolik dari masyarakat.
D

n penyelesaian Sengketa

a tahun 2015, PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehat
d%i%engalami permasalahan sengketa informasi publik. an Hewan

¢ Kekurangan dan Hambatan Pelayanan

selama tahun 2015, pelayanan informasi publik terkendala dengan belum
terkumpulnya informasi-informasi publik da

Si-ir r PPID Pembanty Pelaksana di
Direktorat Teknis. Selain itu, belum adanya ¢

. ounter desk menyebabkan sulitnya
pemohon informasi untuk meminta informasi di

Direktorat Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan.

D. Penilaian Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2015, total terda

Permintaan informasi publik s
datang lang
dilakukan te

pat 15 pertanyaan melalui SMS Center dan 49
ecara langsung, baik pada saat pameran maupun
sung ke kantor. Penilaian pelayanan informasi publik tahun 2015
rhadap layanan permintaan informasi dan dari layanan sms center.

Hasil penilaian layanan informasi publik DirektoratJenderal Peternakan dan
®sehatan Hew

an tahun 2015 adalah 90.09 dengan kriteria “Sangat Baik”.

La
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Hasi penilaian secara terperinci dapat dilihat pada Tabe| 1 sampai dengan Tabel
a
4.

7abel 1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi p

ublik PPID Pelaksana Eselon |
Lingkup Direktorat Jenderal Peternak

an dan Kesehatan Hewan

_— [ Jumlah Proses Layanan |p (Informasi Publik)

Pemohon Alasan Penolakan
Informasi _ Pasal | uyu Uji | Bukan | Belum
Uraian Dipenuhi | Dialihkan Ditolak 17 Lain | Kons IP Dikuasai
T;G;Fi-—_—— 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 ”'@W 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2 ,F.Lt--—-* 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Ma’_f 3 3 0 0 o] o 0 0 0
4 ,AEL»——— 6 5 1 0 0 0 0 0 1
p Mo —— 0 0 0 0 ol o 0 0 0
g jﬂ:' 18 18 0 0 o] o 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
g % 0 0 0 0 ol o 0 0 0
5 T Oktober 20 20 0 0 0 0 0 0 0
| Nopember 11 11 0 0 0 0 0 0 0
e 2 2 0 0 0 0 0 0 0
huniah 65 64 1 0 0 0 0 0 1

15 8
Hewan Tahun 20
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2. Pelayanan intormasi Fublik PPID Pelak

sana
LT:::LP pirektorat Jenderal Peternakan dan Kesehataisl?llt;wa:n
| TP yang Waktu Pemenuhan Informasi Publik
P | | 3-5 | 6-10 [ 11-47
Dipenuhi | 1-2hari | hari hari hari >
(b:.'ll‘() ___(_b_t;gﬁl?__'
. sekali (baik) (cukup) | (b i
” uruk sekal
L | sekal) |
| 0 D ! LA
~1 Janua™ :
- | Febrd— 0 ;
7 o i 0 1 0 0
M a3 1 0 2 0 0
i ”/Mge,if’ 5 1 3 1 0 0
g1 ﬁm/’—- 0 0 0 0 0 0
o ”“/J—u'h’/_ 18 15 2 1 0 0
s |08 18 L 0 L0 1 0
8L ber| 0 oL 0 L0 L o :
9 W/ 20
—T oxtober | 20 ; : : 0
] e
10 = 11 11 0 0 0 0
11 W
12 | Desember 2 L 0 : x .

| hun2015 9
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Tabel

3. Skor Penilaian Pelayanan Informasi Puplik

&.

m Penilaian Rata-
Hari Persen | Kiriteria Rata
Sangat
1 100 Baik
e} Sangat
2 90 Baik 95
— 3 80 Baik
4 85 Baik
— 5 80 Baik 81,67
6 15 Cukup
7 70 Cukup
8 65 Cukup
9 60 Cukup 67,5
10 55 Buruk
1 50 Buruk
— 45 Bunik— |
13 40 Buruk
14 35 Buruk 45
Sangat
15 30 Buruk 17,5

apor.
@ Tahunan PPIp Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015
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Tabel 4. Penilaian Pelayanan Informasi Publik PP|p Pelaksan

Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan " =aelon

— | IPyang Waktu Pemenuhan Informas; Publik
Dipenuhi | 1 -2 hari ?1; ! 1'0 W
— i hari hari >17
y Uraian sekali) | (baik) (cukup) | (buruk (buru!-:
DUk) | sekali)
[ Januari 1 0 0 /I I S
5 | Februari 3 Z 0 1 0 0
3| Maret | 1 g 0 1 0 | o |
; —_”A‘p_ﬂ_lf 3 1 0 2 0 0
5 Mei S 1 3 1 0 0
5 Juni 0 0 0 0 0 0
7 Juli 18 15 2 1 0 0
g | Agustus 0 0 0 0 0 0|
9 | _September. 0 0 0 0 0 0
0|  Oktober 20 20 0 0 0 0
1| Nopember 11 11 0 0 0 0
2| Desember 2 0 0 2 0 0
Total 64 50 5 9 0 0
SkDr Rata_Rata 95 81 ,6? 67,5 45 1 7,5
Nilai Pemenuhan IP=
Total x Skor Rata-Rata 4750 408,35 | 607,5 0 0
Jumlah Nilai '
Pemenuhan
12 5.765,85
Nilai Layanan
IP=
Jumlah Nilai
Pemenuhan
IP: 90,09
|| Total

h\\&_
11
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BAB v

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

kan scoring, nilai layanan informasi publik Ditjen Peternakan dan

ar
Berdiz-tan Hewan tahun 2015 adalah 90,09 dengan kriteria “Sangat Baik”.
Keseé ingkan tahun lalu, nilai pengelolaan informasi publik Ditjen Peternakan

n mengalami kenaikan sebesar 0,73 persen, dari 89,36 menjadi

B. garan

gkan pentingnya keterbukaan informasi publik harus terus
Kesadare™ ian tidak hanya ditingkat pusat namun juga daerah, baik di level
diSOSIallsaSI upun staf. Rapat mengenai penentuan informasi yang dikecualikan
'erli dilakukan dengan serius untuk mempersiapkan “diri terhadap
i ara pemohon informasi publik yang semakin beragam. Hal ini juga
penanyaan ;ﬁak bocornya informasi-informasi yang dianggap berbahaya dan

n'amin t
?ai)ajt mengancam negara.

e van Tahun 2015 12
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